87

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Salemba Empat:
Jakarta.

Abdul Halim dan Syukriy Abdullah. 2006. Studi atas Belanja Modal Pada
Anggaran Pemerintah Daerah dan Hubungannya dengan Belanja
Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. Jurnal Akuntansi Pemerintah.

Abdul Halim & Syam Kusufi.(2012). Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan
aplikasi. Jakarta:Salemba Empat.

Andi,Supangat.2007. Statistik dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan
Nonparametrik. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Andirfa, Mulia. 2009. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah,
dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap
pengalokasian anggaran belanja modal.

Arif, Bahtiar, Muchlis dan Iskandar. 2009. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta :
Akademia.

Arsyad. 1997. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: STIE YKPN
Triska Hendriawan.2012.65 Persen APBD Kab Bandung Dihabiskan untuk Biayai
PNS. 26 Oktober 2012.(http://www.pikiran-rakyat.com/)

Boediono, 2010, Ekonomi Indonesia Mau ke Mana?, Kumpulan Esai Ekonomi,
Edisi Ketiga, Jakarta, KPG (KeputakaaanPopuler Gramedia).

Carol, Colfer J. Pierce. 2005. Desentralisasi Kehutanan. Jakarta : Salemba
Empat.

Gujarati, Damodar, 2003, Ekonometri Dasar. Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta:
Erlangga.

Darwanto dan Yustikasari, 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan
Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran
Belanja Modal, Simposium Nasional Akuntansi, Juli, Makasar.

Darise, Nurlan. 2008. Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD). PT. Mancanan Jaya Cemerlang.

Dini Arwati dan Novita Hadiati .2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,
Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap
Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat.


http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2012/10/26/208744/65-persen-apbd-kab-bandung-dihabiskan-untuk-biayai-pns
http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2012/10/26/208744/65-persen-apbd-kab-bandung-dihabiskan-untuk-biayai-pns
http://www.pikiran-rakyat.com/

88

Erlina dan Rasdianto. 2013. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Brama
Ardian. Medan.

Harianto, David Priyo Hari Adi. 2007. Hubungan antara dana alokasi umum,
belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan perkapita.

I G A Gede Wertianti danA.A.N.B Dwirandra. 2013. Pengaruh Pertumbuhan
Ekonomi Pada Belanja Modal Dengan PAD dan DAU Sebagai Variabel
Moderasi.

| Putu Ngurah Panji Kartika Jayadan A.A.N.B Dwirandra .2014. Pengaruh
Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan
Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi.

Gunantara,Putu Candra dan A.A.N.B. Dwirandra.2014.Pengaruh Pendapatan Asli
Daerah Dan Dana Alokasi Umum Pada Pertumbuhan Ekonomi Dengan
Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi Di Bali.

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta:
Penerbit Andi.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : ANDI.

Mudrajat Kuncoro. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi,
Perencanaan, Strategi dan Peluang. Penerbit Erlangga.

Narimawati, Umi. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori
dan Aplikasi. Bandung.

Narimawati, Umi. 2010. Penulisan Karya lImiah, Jakarta, Genesis.

Ridwan dan Sunarto.2007. Pengantar Statistik untuk Penelitian Sosial
Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis.Bandung:Alfabeta.

Rosy Puspita Sari dan | Gusti Bagus Indrajaya.2014. Pengaruh Dana
Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah
Kabupaten Badung.

Sugiyono.2010.Metode Penelitian pedidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif,
dan R&D.Bandung: ALFABETA.

Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung,
Penerbit CV. Alfabeta.

Umar, Husein. 2011. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta:
Rajawali Pers.



89

Untoro, Joko, 2010, Ekonomi, Jakarta: Kawahmedia.

Wandira, Arbie Gugus. 2013. Pengaruh Pad, Dau, Dak, Dan Dbh Terhadap
Pengalokasian Belanja Modal.

Y. Sri Pudyatmoko. 2009. Pengantar Hukum Pajak. Yogyakarta: Andi.
http://bandungkab.bps.go.id/

http://djpk.kemenkeu.go.id/


http://bandungkab.bps.go.id/

